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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan: 

1.  Perlindungan terhadap konsumen asuransi semakin berkembang dan 

diperluas pengetahuannya akan hak-hak konsumen pasca terbentuknya 

OJK. 

a. Secara yuridis normatif, terciptanya beberapa peraturan perundangan 

yang mengatur mengenai usaha perasuransian dan perlindungan 

terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga hubungan 

antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan fair dalam 

industri keuangan Indonesia.  

b. Pemerintah melalui OJK akan melakukan pengawasan terhadap usaha 

perasuransian dan membuka pengaduan masyarakat melalui 

 Pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi 

(Financial Customer Care/FCC) dan Cetak Biru Program Literasi 

Keuangan Nasional. 

c. Konsumen di Indonesia pada umumnya masih mendapat persoalan 

mengenai pemenuhan hak-haknya secara penuh. Hal itu disebabkan 

oleh minimnya pengetahuan oleh konsumen dan penerapan peraturan 

perundangan yang kurang tegas. 
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2. Beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran meskipun OJK telah 

terbentuk adalah: 

a. Sifat dari konsumen itu sendiri yang tidak memiliki sifat yang kritis 

untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu sering terjadi perspektif 

bahwa mereka, konsumen, adalah pihak yang lebih lemah dari pada 

pihak perusahaan sehingga tidak berani melakukan tindakan kritis. 

b. SDM yang kurang memadai juga akan berpengaruh dalam penjualan 

asuransi. SDM yang melalui agen-agen asuransi terkadang tidak 

transparan dalam menjelaskan produk jasa asuransi dan sering 

memaparkan hal-hal yang menggiurkan konsumen untuk meraup 

keuntungan pribadi dan perusahaan. 

c. Kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum untuk 

melakukan perlindungan terhadap konsumen. Lemahnya pengawasan 

dan pengambilan tindakan yang dilakukan akan semakin memunculkan 

peran-peran usaha perasuransian yang unfair terhadap konsumen. 

 

B. Saran 

1. Terbentuknya OJK dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen seharusnya lebih sering disosialisasikan pada 

publik. 

2. Konsumen harus mendapat tempat yang lebih untuk melakukan 

pengaduan, dan sebaliknya, pemerintah juga harus merespon dengan 
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segera pengaduan yang dilakukan konsumen untuk menjamin bahwa 

hak-hak mereka telah dijamin dan terjaga. 
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